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ABSTRAK 

Nama                 : : Rina Maiyuliana 

NIM                    :  202210110311495 

Judul                 : : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA 

PEMBATALAN PENETAPAN TENTANG SATU 

ORANG YANG MEMILIKI DUA NAMA (STUDI 

PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN.MLG) 

Pembimbing    :  1. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. 

2. Eko Arif Mudji Antono SH., MH. 

 

Permasalahan adanya dua nama berbeda yang dimiliki oleh satu orang dalam 

dokumen kependudukan menjadi dasar timbulnya sengketa pembatalan penetapan 

di Pengadilan Negeri Malang. Penulis dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis proses persidangan dalam perkara pembatalan penetapan tentang 

satu orang yang memiliki dua nama pada Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2025/PN.Mlg. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik 

pengumpulan data hukum melalui observasi langsung terhadap jalannya 

persidangan serta turut membantu advokat selaku kuasa hukum Tergugat selama 

proses pemeriksaan perkara. Proses persidangan dimulai dengan pendaftaran 

gugatan pembatalan penetapan di Pengadilan Negeri Malang, kemudian dilanjutkan 

dengan tahapan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan,  pembacaan gugatan 

oleh penggugat, jawaban dari tergugat, replik dan duplik, serta pembuktian dengan 

alat bukti surat dan saksi hingga berakhir pada pembacaan putusan majelis hakim. 

Sengketa ini bermula dari adanya penetapan pengadilan sebelumnya yang 

menyatakan dua nama berbeda sebagai satu orang yang sama, namun kemudian 

digugat pembatalannya oleh pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak Penggugat. 

Proses penyelesaian perkara ini telah berjalan sesuai dengan hukum acara perdata 

yang berlaku, di mana hakim mempertimbangkan bukti administratif dan fakta 

hukum guna menegakkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya 

identitas seseorang dalam administrasi kependudukan serta peran pengadilan dalam 

menjamin perlindungan hak keperdataan warga negara. 

Kata Kunci: Pembatalan Penetapan, Yuridis Empiris, Sengketa Perdata.  

  



202210110311495 

Rina Maiyuliana 

Hukum 

vii 

 

ABSTRACT 

Nama                 : : Rina Maiyuliana 

NIM                    :  202210110311495 

Judul                 : : DISPUTE RESOLUTION PROCESS FOR 

CANCELLATION CASES DECISION REGARDING A 

PERSON WITH TWO NAMES (CASE STUDY NUMBER 

51/PDT.G/2025/PN.MLG) 

Pembimbing    :  1. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. 

2. Eko Arif Mudji Antono SH., MH. 

 

The issue of one person having two different names in their identity documents 

formed the basis for a dispute over the annulment of a decision in the Malang 

District Court. The author of this paper aims to examine the court proceedings in 

the case of the annulment of a decision concerning a person with two names in Case 

Number: 51/Pdt.G/2025/PN.Mlg. The research method used is empirical juridical, 

with legal data collection techniques through direct observation of the trial 

proceedings and assisting the defendant's legal counsel during the case 

examination process. The trial process began with the registration of the lawsuit 

for the annulment of the decision at the Malang District Court, followed by 

mediation, which did not reach an agreement, the reading of the lawsuit by the 

plaintiff, the defendant's response, the reply and rejoinder, and the presentation of 

evidence in the form of documents and witnesses, ending with the reading of the 

panel of judges' decision. This dispute originated from a previous court decision 

that declared two different names to be the same person, but was then challenged 

by the party who felt aggrieved, namely the Plaintiff. The settlement process of this 

case has been carried out in accordance with applicable civil procedural law, 

whereby the judge considers administrative evidence and legal facts in order to 

uphold the principles of legal certainty, justice, and benefit. It is hoped that this 

study can provide an understanding of the importance of a person's identity in 

population administration and the role of the court in ensuring the protection of 

citizens' civil rights. 

Keywords: Cancellation of Decisions, Empirical Jurisprudence, Civil Disputes.  
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, 

karunia, dan petunjuk-Nya yang memungkinkan Penulis menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW, Allahumma sholli ‘ala Muhammad  melalui beliau umat 

manusia dibimbing keluar dari masa kegelapan menuju era yang penuh cahaya 

ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada masa kini. 

Dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa syukur yang 

sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala 

limpahan nikmat, rahmat, serta petunjuk-Nya. Berkat karunia dan pertolongan-

Nya yang tidak pernah terputus, Penulis akhirnya dapat menuntaskan penyusunan 

Tugas Akhir yang berjudul “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA 

PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN TENTANG SATU ORANG YANG 

MEMILIKI DUA NAMA (STUDI PERKARA NOMOR 

51/PDT.G/2025/PN.MLG)” tepat pada waktunya. Penyusunan tugas akhir ini 

dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. 

Dalam proses menyelesaikan studi serta penyusunan Tugas Akhir ini, 

Penulis telah menerima banyak bentuk bantuan, baik berupa pengajaran, 

bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Atas segala dukungan tersebut, penulis menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, karena atas 

ridho-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan tepat waktu dan sellu diberikan kemudahan serta kejernihan 

pikiran dalam pengerjaannya. 

2. Kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dan selalu berdiri kukuh saat berada di masa sulit, untuk 

diriku yang sudah berusaha keras terima kasih. 

3. Keada ibu saya yang sangat saya sayangi dan cintai, terima kasih selalu 

memberikan doa, kasih sayang, pengertian, bantuan secara moril dan 

materiil, dan mengusahakan yang terbaik buat saya, sehingga Penulis 

bisa menyusun dapat menyusun Tugas Akhir ini dengan baik. 

4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

5. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir sekaligus Dosen Pembimbing Magang yang telah 

membimbing dan mengarahkan Penulis selama magang dan  hingga Tugas 

Akhir ini terselesaikan. 

6. Bapak Eko Arif Mudji Antono SH., MH. Selaku Advokat di Kantor Oke 
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Law Firm | eko & co dan juga sebagai Dosen Pembimbing Lapang 

Penulis, terimakasih telah sabar membimbing Penulis selama magang 

hingga akhirnya pada titik saat ini bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff 

di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang atas segala jasa dan 

pengabdiannya. 

8. Mirawati selaku kakak tertua penulis yang memberikan motivasi agar 

terselesaikan Tugas Akhir tepat waktu. 

9. Hendra selaku abang tertua penulis yang memberikan dukungan dan 

motivasi terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

10. Hendri selaku abang kedua penulis yang mendukung penulis dalam 

perkuliahan. 

11. Agus triyono selaku abang ketiga penulis yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan agar kuliah berjalan dengan lancar. 

12. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. 

Semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do’a yang saya 

terima semoga menjadi balasan pahala dan ibadah di sisi Allah SWT. Saya 

memahami bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik maupun masukan dari 

berbagai pihak untuk penyempurnaan pada masa mendatang. Saya juga berharap 

penelitian ini dapat memberikan manfaat berbagai pihak yang membutuhkannya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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